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Kepemimpinan nasional harus diisi dengan orang-orang yang memahami nilai yang terkandung 
dalam 4 konsensus dasar yaitu Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD NRI 1945. 
Kepemimpinan nasional di Indonesia diisi oleh Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR. 
Ketiganya diusulkan partai politik dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden. Partai politik 
memiliki peran penting dalam terpilihnya para pimpinan nasional melalui kadernya. Proses 
perekrutan kader merupakan titik awal bagi partai politik dalam menentukan kualitas kadernya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang strategi partai politik dalam 
regenerasi kepemimpinan nasional dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai proses 
rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan kader-kader partai politik. Berdasarkan tujuan penelitian 
maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan studi deskriptif. 
Strategi yang dilakukan partai politik dalam rangka regenerasi dan mengisi kepemimpinan 
nasional yaitu dengan rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan kader-kader politik. Partai politik 
harus memiliki Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam perkaderan, sehingga dapat terlihat 
konsistensinya dalam perkaderan. Partai politik dapat melakukan rekrutmen kader secara langsung 
maupun talent scouting. Perkaderan tidak berhenti sampai proses rekrutmen, partai politik perlu 
memiliki lembaga pendidikan dengan sistem dan kurikulum yang terstruktur sehingga berperan 
dalam regenerasi kader. Menerapkan sistem reward and punishment, sehingga terjadi seleksi alam 
terhadap para kader. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
SDM Unggul Indonesia Maju menjadi tema dalam peringatan Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Sumber daya manusia menjadi 
tumpuan utama dalam membangun bangsa dan negara terutama pemimpin 
nasional.Setiap keputusan yang diambil kepemimpinan nasional akan menentukan 
nasib bangsa Indonesia di kemudian hari.Joko Widodo, Presiden RI menyebutkan 
beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya yaitu “Kita butuh SDM unggul 
yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila”. Pancasila merupakan salah satu 
dari empat konsesus dasar negara Indonesia. Begitu juga dengan kepemimpinan 
nasional, harus diisi dengan orang-orang yang memahami nilai-nilai yang 
terkandung dalam empat konsensus dasar yaitu Pancasila, NKRI, Bhinneka 
Tunggal Ika, dan UUD NRI 1945. 
Kepemimpinan nasional adalah kelompok pemimpin bangsa pada segenap 
strata kehidupan nasional di dalam setiap gatra (Astagatra) pada bidang/sektor 
profesi baik di supra struktur, infra struktur dan sub struktur, formal dan informal 
yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/mengerahkan 
segenap potensi kehidupan nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian 
tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperhatikan dan 
memahami perkembangan lingkungan strategis guna mengantisipasi berbagai 
kendala dalam memanfaatkan peluang (Lemhannas, 2018). Kepemimpinan 
nasional di Indonesia antara lain diisi oleh Presiden, Wakil Presiden, dan anggota 
DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum 
(Pemilu).Pada Pasal 6A UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa Pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 
politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. 
Sedangkan untuk pemilihan anggota legislatif dijelaskan dalam Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib 
BAB II Pasal 2 yaitu DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan 
umum yang dipilih melalui pemilihan umum.Berdasarkan UUD 1945 dan 
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Peraturan DPR RI jelas bahwa partai politik memiliki peranan penting dalam 
terpilihnya para pimpinan nasional melalui kadernya. 
Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-
undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pengertian partai politik adalah 
organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara 
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, 
dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 
NRI 1945. Anggota dari partai politik yang biasa disebut kader partai berperan 
untuk mewujudkan cita-cita partai serta bangsa dan negara. Untuk menciptakan 
kader partai yang berkualitas bukan hal yang mudah, diperlukan perekrutan dan 
pembinaan kader secara terstruktur. Banyaknya pemberitaan negatif terhadap 
kader partai politik yang menjadi pimpinan lembaga dan anggota DPR, dapat 
menciptakan stigma negatif dari masyarakat terhadap kader partai politik.Hal ini 
menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi partai politik. Partai politik harus 
mampu mengembalikan kepercayaan rakyat bahwa kader partai layak untuk 
dipilih sebagai pemimpin.  
Proses perekrutan kader merupakan titik awal bagi partai politik dalam 
menentukan kualitas dari kadernya. Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2011 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai 
Politik Pasal 29(1) Rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan AD/ART masing-
masing partai politik dengan cara yang demokratis dan terbuka.Partai politik 
seharusnya tidak hanya melihat popularitas dari kader yang diusungnya untuk 
maju dalam Pemilu, akan tetapi perlu juga melihat track record dan skill yang 
dimiliki. Pengkaderan juga sebaiknya dilakukan dari jauh-jauh hari sebelum 
pelaksanaan Pemilu. Partai politik seharusnya tidak berhenti pada proses 
rekrutmen tetapi perlu ada pembinaan terhadap kader. Pembinaan dapat dilakukan 
dengan pendidikan politik secara terstruktur dan berkesinambungan. Partai politik 
perlu menciptakan budaya organisasi dimana terdapatnya regenerasi dalam 
kepemimpinan. Sehingga, kader-kader partai politik akan mampu mengisi 
kepemimpinan nasional yang ada di Indonesia. 
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Berdasarkan latar belakang masih kurangnya kader partai yang berkualitas 
untuk dapat mengisikepemimpinan nasional, maka yang menjadi rumusan 
masalahdalam penelitian adalah bagaimana strategi yang dilakukan partai politik 
dalam rangka rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan kader-kader politik secara 
terstruktur agar berjalan dan menghasilkan kader yang berkualitas untuk mengisi 
dan proses regenerasi kepemimpinan nasional. Untuk menjawab rumusan 
masalah, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang strategi 
partai politik dalam regenerasi kepemimpinan nasional dan memberikan 
sumbangan pemikiran mengenai proses rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan 
kader-kader partai politik. 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi banyak pihak baik 
praktisi maupun akademisi dan menjadi salah satu referensi dalam proses 
pengkaderan dalam partai politik. Untuk pemerintah dan partai politik, penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan jawaban dalam regenerasi kepemimpinan 
nasional yaitu dengan membentuk lembaga pendidikan kader politik, sistem 
rekrutmen dan pembinaan kader secara terstruktur dalam partai politik, dan 




BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Kepemimpinan Nasional 
Presiden, Wakil Presiden, dan anggota legislatif merupakan para pemimpin 
nasional. Definisi kepemimpinan nasional sendiri adalah kelompok pemimpin 
bangsa pada segenap strata kehidupan nasional di dalam setiap gatra (Astagatra) 
pada bidang/ sektor profesi baik di supra struktur, infra struktur dan sub struktur, 
formal dan informal yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk 
mengarahkan/ mengerahkan segenap potensi kehidupan nasional (bangsa dan 
negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945 serta memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan strategis 
guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang (Lemhannas, 
2018).  
Kepemimpinan menjadi fokus utama dalam sebuah organisasi, begitu juga 
dalam pemerintahan di Indonesia. Pemimpin nasional memiliki peran penting 
dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, keberadaan kepemimpinan 
nasional tidak boleh kosong. Setiap kepemimpinan memiliki masanya, sehingga. 
diperlukan pengganti untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Kaderisasi 
kepemimpinan ini sangat diperlukan, diantaranya sebagai berikut (Rivai, 2009). 
1. Adanya ketentuan periode kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi  
2. Adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian 
kepemimpinan, baik secara wajar maupun tidak wajar  
3. Proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan 
memimpin (Pensiun)  
4. Kematian  
5. Dapat membentuk organisasi dengan perkiraan dalam jumlah ketersediaan 
pemimpin yang diperlukan dimasa depan secara berkesinambungan 
Begitu pentingnya regenerasi dalam kepemimpinan, termasuk kepemimpinan 
nasional. Partai politik sebagai lembaga penyalur pemimpin nasional, harus 
mampu menciptakan pemimpin nasional yang berkualitas di setiap masa nya. 




Partai politik menurut Miriam Budiardjo (2008) adalah suatu kelompok 
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-
cita yang sama. Di era demokrasi, partai politik menjadi penyambung lidah rakyat 
dengan penguasa. Seperti fungsi partai politik menurut Budiardjo (2008) adalah 
menciptakan mekanisme artikulasi kepentingan masyarakat, agar kepentingan-
kepentingan tersebut dapat diakomodir secara luas oleh pemerintah yang pada 
gilirannya akan menjadi pola yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat. 
Pada Undang-undang nomor 2 tahun 2011 pasal 11 disebutkan bahwa partai 
politik memiliki fungsi salah satunya sebagai sarana pendidikan politik. Menurut 
Rusadi Kantaprawira (2004) pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan 
pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam 
sistem politiknya. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui: 
1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi 
massa yang biasa membentuk pendapat umum 
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media). 
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat 
menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun ini 
formal 
Adanya pendidikan politik yang dilakukan secara intensif oleh partai politik 
diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik. Miriam Budiardjo (2008) 
menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok 
orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan 
jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung 
mempengaruhi kebijakan pemerintah ‘public policy’. Partisipasi politik 
diharapkan dapat membentuk pemerintahan ‘good governance’. 
Partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat salah satu adalah 
dengan ikut bergabung dalam partai politik. Berdasarkan definisinya, partai politik 
merupakan sebuah kelompok yang memiliki anggota dengan cita-cita yang sama 
maka partai politik perlu melakukan kegiatan kaderisasi dan rekrutmen. Para 
kader partai tersebut merupakan ujung tombak dari partai politik. Sebuah partai 
14 
 
politik akan berkembang atau tidaknya tergantung pada proses regenerasi 
kadernya. Pengertian kader menurut Yudhoyono (dalam Sahid, 2011) adalah 
sebagai berikut. 
1. Merupakan orang-orang pilihan yang berkualitas. 
2. Merupakan anggota organisasi yang terlatih untuk melaksanakan fungsi-
fungsi kepemimpinan organisasi atau lembaga-lembaga lain yang berada 
dibawah kontrol organisasi. 
3. Merupakan orang-orang yang memang dipersiapkan untuk memegang 
pekerjaan penting di suatu organisasi, baik pemerintahan maupun politik. 
Rekrutmen dalam rekrutmen politik misalnya merupakan sebuah seleksi dan 
pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran 
dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Cholisin 
& Nasiwan, 2013). Proses rekrutmen kader tidak hanya dilakukan ketika partai 
membutuhkan kader untuk menduduki jabatan politis. Akan tetapi proses 
rekrutmen ini perlu dilakukan secara terus menerus sehingga terjadi regenerasi 
pimpinan baik dalam partai politik maupun pemerintahan. Seperti dijelaskan oleh 
Koirudin (2004) bahwa dalam proses kaderisasi terdapat 2 persoalan penting yaitu 
1) Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan 
kemampuan baik keterampilan maupun kemampuan; dan 2) Kemampuan untuk 
menyediakan stok kader atau sumber daya manusia untuk organisasi terutama 
dikhususkan untuk kaum muda. Untuk menciptakan regenerasi pimpinan, partai 
politik tidak hanya melakukan rekrutmen tetapi juga melakukan pembinaan 
kepada setiap kadernya. Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala 
aktivitas partai dari mulai penerimaananggota, pembinaan kualitas kader, sampai 
dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis 
(rekrutmen) (Azwar, 2008). 
Beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik (Pahlevi, 2013) 
adalah sebagai berikut. 
1. Partisan, yaitu pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga 
bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.  
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2. Compartmentalization, yaitu proses rekrutmen yang didasarkan pada latar 
belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik 
seseorang.  
3. Immediate Survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas 
pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang yang akan direkrut. 
4. Civil Service Reform, yaitu proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan 
loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting. 
Pada pelaksanaan di lapangan, beberapa partai politik melakukan proses 
rekrutmen dengan cara immediate survival sehingga munculnya beberapa dinasti 
politik di Indonesia. Selain itu, proses rekrutmen dengan cara 
compartmentalization mulai muncul dengan adanya talent scouting yang 
dilakukan oleh partai politik. 
Seseorang yang telah bergabung dalam partai politik wajib untuk menaati AD 
dan ART partai. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-undang nomor 2 tahun 2008 
tentang partai politik sebagai berikut. 
1. Pasal 11(3) anggota partai politik wajib memenuhi AD dan ART serta 
berkewajiban dalam kegiatan parpol. 
2. Pasal 12 anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan 
rakyat diberhentikan dari keanggotaan parpol bersangkutan karena melanggar 
AD/ART. 
3. Pasal 29(1) dalam rekrutmen, yang melakukan adalah partai politik. 
Rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan AD/ART masing-masing partai 
politik dengan cara yang demokratis dan terbuka. 
Berdasarkan Undang-undang tersebut jelas bahwa partai politik memiliki 
wewenang untuk melakukan sistem reward and punishment dalam proses 
rekrutmen anggota. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan kader 
partai politik yang berkualitas. 
State of The Art 
Kondisi politik di Indonesia dengan dinamika di dalamnya, menarik perhatian 
para peneliti untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitan. Beberapa 
penelitian mengenai partai politik 5 tahun kebelakang antara lain sebagai berikut. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu Mengenai Partai Politik 
No. Judul, Penulis, 
Tahun 
Metode Simpulan 
1. Dinamika Partai 
Politik di Indonesia, 




politik baru menjadikan 
fungsi dan peranan partai 
politik kembali menguat 
bahkan sangat menentukan 
proses politik Indonesia. 
Hal ini dapat diamati pada 
fungsi dan peranannya 
dalam mengajukan calon 
legislator nasional dan 
lokal, presiden dan wakil 
presiden, gubernur, bupati 
dan walikota serta 
melakukan ‘uji kelayakan’ 
calon pejabat-pejabat 
publik lainnya. 
2 Peran Partai Politik 
dalam 
Mensukseskan 








building dan perolehan 
suara di grass root. 






2014. R. Widya 
Setiabudi 
Sumadinata, 2016. 
Analisis Logika Fuzzy ideologi tidak dapat 
dijadikan sebagai 
preferensi koalisi partai 
politik secara absolut. 
Karena terbukti bahwa 
komposisi koalisi tidak 
selalu dibentuk atas dasar 
ideologi. Penjelasan yang 
lebih sering dikemukakan 
para analis untuk 
menjelaskan terbentuknya 
koalisi adalah dasar 
kepentingan politik yang 
bersifat non ideologis atau 
office seeking 
Partai-partai politik di 
Indonesia belum mampu 
secara mandiri dalam hal 
pendanaan partai, selama 
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ini sumber pendapatan 
partai terbesar adalah dari 
APBN yang diperoleh 
melalui anggota-anggota 
partai politik yang 
menduduki jabatan 
eksekutif maupun legislatif 
melalui berbagai modus, 
misalnya institutional fee 
dari anggaran suatu proyek 
dimana lembaga tempat 
proyek tersebut berada 
dikuasai oleh kader partai 
tersebut 
4 Dinamika Partai 





Kualitatif-deskriptif  Secara kelembagaan partai 
politik di Indonesia hingga 
kini masih menunjukkan 
kelemahan tingkat 
kelembagaan. Pada 
umumnya partai politik 
belum berhasil 
menjalankan fungsi-
fungsinya, terutama dalam 
mengelola konflik. 
5 Kemunculan dan 
Tantangan Partai 




Kualitatif-deskriptif  Partai politik yang 
cenderung tidak memiliki 
figure kuat dapat 
menawarkan kepada 
pemilih yang berbasis 
gagasan atau program, 
sehingga tidak tergantung 
pada figure tertentu untuk 
merebut simpati. Dengan 
demikian, pencapaian 
partai akan banyak 
ditentukan oleh mesin 
organisasi, kader partai, 
dan bagaimana strategi 
partai politik menawarkan 
program yang dapat 
dijadikan tawaran kepada 
pemilih. 
Sumber: Diolah oleh Penulis, (2019) 
Beberapa penelitian tersebut mengarah pada bagaimana peran dan fungsi partai 
politik dalam proses demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Partai politik 
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sebagai pilar utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang diwujudkan 
dalam pemilu, berperan menyiapkan calon pemimpin nasional. Mengenai 
kepemimpinan nasional, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya antara lain. 
Tabel 2. Penelitian Terdahulu Mengenai Kepemimpinan 











Kuantitatif Di Indonesia, praktik 
political public relations 
melalui website telah mulai 
berkembang. Aktor politik, 
atau dalam hal ini ialah 
pemimpin partai politik, 
telah menjalankan 
relationship maintenance 
strategies melalui media 
digital website sebagai 
strategi untuk membangun 
dan memelihara hubungan 
dengan publiknya. Secara 
keseluruhan, strategi 
assurances merupakan 
strategi yang paling banyak 
digunakan oleh pemimpin 
partai politik melalui 
pernyataan dalam artikel 
websitenya yang 
menjelaskan program-
program yang dijanjikan 
bila ia dan/atau partainya 
berhasil meraih target 









Hiryanto dkk., 2015. 
Penelitian & 
pengembangan 
Hal-hal yang dibutuhkan 
organisasi kepemudaan 










3 Calon Tunggal 
dalam Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah dan Konsep 
Demokrasi, Wafia 
Silvi Dhesinta, 2016 
Kualitatif-deskriptif  Tingkat partisipasi partai 
politik ataupun calon 
independent untuk ikut 
serta dalam proses pilkada 
juga mempengaruhi tingkat 
partisipasi masyarakat 
untuk memilih dan 
memberikan hak pilihnya. 





Nursal & Rusmadi 
Awza, 2017. 
 Kepindahan kader dari 
partai politik lain ke salah 
satu partai politik peserta 
pemilu 2019 dilatar 
belakangi oleh tidak 
lolosnya partai pengusung 
pada pemilu 2009 yang lalu 
sebagai konsekuensi dari 
sistem parliamentary 
threshold. Rekrutmen ini 
bisa terjadi karena telah 
sesuai mekanismenya dan 
kriteria yang diterapkan 
oleh partai politik terhadap 
anggota baru serta 
bagaimana hubungan baik 
yang terjalin antara ketua 
Partai. 
5 Seleksi Pemimpin 
Nasional Melalui 
Proses Demokrasi. 
M. Makhfudz, 2018 
Kualitatif-deskriptif Dalam permasalahan 
menghadapi krisis 
kepemimpinan untuk 
meningkatkan daya saing 
bangsa maka dapat 
disimpulkan antara lain 
kondisi negara dalam 
memilih calon yang makin 
jauh dari nilai-nilai 
demokrasi yang sehat, 
karena dengan adanya 
usaha menutup celah partai 
politik untuk mengusulkan 
calon pemimpinnya dengan 
syarat yang berat dikenal 
dengan nama ”presidensial 
threshold” sehingga 
memaksakan adanya calon 




dengan kotak suara kosong 
Sumber: Diolah oleh Penulis, (2019) 
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya 
adalah peneliti fokus pada proses rekrutmen kader yang dilakukan oleh partai 
politik, sehingga menghasilkan dan adanya regenerasi kepemimpinan nasional. 
Peneliti mengamati bagaimana proses dan strategi yang dilakukan partai politik 










BAB 3. METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang strategi yang 
dilakukan partai politik dalam regenerasi kepemimpinan nasional dan 
memberikan sumbangan pemikiran mengenai proses rekrutmen, pendidikan, dan 
pembinaan kader-kader partai politik. Berdasarkan tujuan penelitian maka metode 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif (qualitative 
research).Penelitian yang dilakukan untuk menggali pemahaman yang mendalam 
mengenai strategi yang dilakukan partai politik dalam regenerasi kepemimpinan 
nasional yaitu mengenai proses rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan kader-
kader partai politik. Menurut Creswell (2015) desain studi kasus fokusnya adalah 
pada kasus itu sendiri, karena kasus tersebut menghadirkan situasi yang tidak 
biasa atau unik. Setiap Partai Politik memiliki ideologi dan visi misi yang 
berbeda, oleh karena itu desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus. 
Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh partai politik tingkat nasional 
yang telah ditetapkan KPU sebagai peserta pemilihan umum pada tahun 2019. 
Partai politik peserta Pemilu 2019 adalah 19 partai politik, yang terdiri dari 16 
partai politik nasional dan 4 partai lokal. Keempat partai tersebut tidak termasuk 
dalam populasi penelitian. 16 partai politik yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini berdasarkan nomor urut pemilihan di Pemilu 2019 adalah PKB, 
Partai Gerindra, PDI-P, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai 
Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, PSI, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, 
dan PBB. 
Penetapan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada metode purposive 
sampling. Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Partai politik yang dipilih sebagai 
sampel penelitian adalah partai Golkar. Pada awalnya di zaman orde baru Golkar 
bukan merupakan partai politik. Sebagai Organisasi Peserta Pemilu, Golkar 
mengikuti perhelatan pemilu yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 
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dengan perolehan suara yang tinggi. Pada pemilu tahun 2004, Golkar 
memenangkan pemilu dengan perolehan 21,58 persen (Mazawi, 2017). Pada 
pemilu berikutnya yaitu pada tahun 2009 dan 2014, walaupun tidak memenangkan 
pemilu tetapi Partai Golkar termasuk kedalam lima besar perolehan suara.  
Sebagai partai besar, Golkar tidak lepas dari konflik internal partai. Fraksi politik 
yang kalah membentuk partai-partai baru, di antaranya melahirkan PKPI, Hanura, 
Gerindra, dan Nasdem (Haris dkk., 2016). Selain itu, Partai Golkar juga memiliki 
beberapa organisasi sayap yaitu Barisan Muda Tri Karya Golkar, BMPG, AMPI, 
KPPG, Kosgoro 1957, SOKSI, MKGR, Laskar Ulama, Majelis Dakwah 
Islamiyah, Pengajian Al Hidayah, dan Relawan Beringin (Haris dkk., 2016). 
Sampling dalam penelitian kualitatif bukanlah sampel probabilitas yang akan 
memungkinkan seorang peneliti untuk menentukan kesimpulan statistic pada 
populasi; tetapi, sampel ini adalah sampel purposeful yang akan mencontohkan 
kelompok yang dapat memberi informasi terbaik pada peneliti tentang 
permasalahan yang sedang dipelajari. Melihat sepak terjang Partai Golkar dalam 
dunia politik di Indonesia, maka Partai Golkar dipilih sebagai sampel penelitian 
ini. 
Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 
dokumen. Pada penelitian kualitatif, positioning peneliti menjadi salah satu kunci 
keberhasilan untuk mendapatkan data yang otentik (Somantri, 2005).Wawancara 
merupakan proses tanya jawab yang dilakukan peneliti terhadap informan, yaitu 
DPP Partai Golkar, ahli di bidang politik. Wawancara dilakukan untuk 
memperoleh informasi secara mendalam mengenai proses rekrutmen dan 
kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar. Wawancara yang digunakan yaitu 
wawancara semi terstruktur, dimana peneliti memiliki guideline namun dapat 
berkembang tergantung pada waktu dan informan. Untuk melengkapi data 
penelitian, peneliti melakukan pengamatan pada partisipan yaitu Partai Golkar. 
Sedangkan dokumen diperoleh melalui pengumpulan data baik yang bersifat 
pribadi atau public seperti AD/ART, jurnal, dan pemberitaan pada media online. 
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Teknik Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu proses mengumpulkan 
dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara dan studi 
dokumenter.Aktivitas analisis data meliputi tiga unsur yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh baik melalui 
wawancara maupun studi dokumenter dikelompokkan sehingga memudahkan 
untuk penarikan kesimpulan. Selain melaksanakan ketiga langkah dalam analisis 
data, perlu juga dilakukan verifikasi data yang dilaksanakan selama penelitian 
dilaksanakan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam verifikasi data menurut 
Creswell (2015) adalah perpanjangan waktu kerja dan observasi, triangulasi, 
review sejawat, klarifikasi bias peneliti, dan cek anggota. Verifikasi data yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi dan review sejawat. 
Diagram Alur Penelitian 
 




BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Partai Golkar pada pemilu 2019 mendapat perolehan suara sebanyak 
12,31%. Partai Golkar masuk ke dalam 5 besar partai dengan perolehan suara 
terbanyak dan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold). 
Masuk kedalam 5 besar perolehan suara terbanyak, berhasil dipertahankan oleh 
Partai Golkar sejak Pemilihan Umum langsung dilaksanakan. Hasil perolehan 
suara Partai Golkar juga hampir merata di berbagai daerah. Ma’mun Murod, 
Dekan FISIP UMJ berpendapat perolehan suara Partai Golkar yang cukup merata 
di berbagai daerah menunjukkan Partai Golkar sebagai partai nasional dan bisa 
diterima banyak kalangan. Partai Golkar bisa disebut sebagai partai massa dan 
telah memiliki massa sudah sejak lama. Loyalitas kader terhadap partai salah 
satunya dipengaruhi oleh pendidikan politik yang dilakukan partai. Menurut 
Hassanudin (2013) kurangnya intensitas pendidikan politik membawa pengaruh 
besar terhadap eksistensi partai di tengah masyarakat karena pendidikan politik 
dilakukan untuk mengembangkan kader agar lebih militan dan loyal terhadap 
masyarakat. Beberapa hasil penelitian mengenai pendidikan politik yang 
dilakukan oleh Partai Golkar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 
a. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat, 
Partai GOLKAR, dan Partai Gerindra Kota Semarang untuk meningkatkan 
pasrtisipasi dan inisiatif masyarakat dalam rangka ikut serta aktif dalam 
pemilu selama ini telah mengalami peningkatan, atau mengalami 
keberhasilan dengan menggunakan cara yang dilakukan masing-masing 
partai dalam memberikan pendidikan politik. Akan tetapi, ketiga partai 
tersebut masih belum melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat 
secara konsisten dan berjangka (Ariestino dan Kusriyah, 2017). 
b. Untuk menarik simpati masyarakat, Partai GOLKAR Kabupaten Sragen 
melakukan kegiatan pendidikan politik dengan terjun langsung 
kemasyarakat melalui forum pertemuan warga dengan menyampaikan 
program partai dan visi misi partai juga menanamkan rasa nasionalisme, 
kebangsaan, kebhinekaan, dan demokrasi begitu juga memberikan arah 
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cara berpolitik yang baik dan benar. Partisipasi Partai GOLKAR dalam 
pendidikan politik DPD Kabupaten Sragen yaitu dengan cara mengadakan 
diklat karakter kepada kader partai agar mampu memberikan penjelasan 
tentang politik ke masyarakat (Wibowo, 2014). 
Pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar merupakan salah satu 
bentuk dalam mewujudkan misi partai yaitu menegaskan, mengamankan, dan 
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi 
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita 
proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk 
merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur. 
Menurut Kartiko (2018) partai politik memiliki peran sebagai 1) alat untuk 
mencapai kekuasaan secara demokratis, 2) lembaga kontrol politik, 3) lembaga 
rekrutmen dan pendidikan kader politik, 4) sarana untuk pendidikan politik rakyat 
serta komunikasi dan sosialisasi politik, dan 5) lembaga pengemban dan penegak 
etika dan budaya politik. Melaksanakan pendidikan politik baik bagi kader 
maupun konstituen yang dilakukan Partai Golkar, artinya Partai Golkar telah 
melakukan perannya sebagai partai politik. Hal tersebut perlu diapresiasi dengan 
baik dan dievaluasi, apakah pendidikan politik tersebut dilakukan secara terus 
menerus atau tidak.  
Partai politik lebih intens memberikan pendidikan politik baik untuk kader 
maupun masyarakat luas pada saat mendekati event-event politik seperti 
PILKADA, PILPRES, dan PEMILU. Begitu juga dengan Partai Golkar, 
menjelang event politik lebih giat melaksanakan pendidikan politik. Beberapa 
kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar baik di daerah 
maupun pusat menjelang Pemilu 2019, dapat dilihat dalam pemberitaan media 
online sebagai berikut. 
1. Golkar Berikan Pendidikan Politik Bagi Kader dan Masyarakat 
(harianterbit.com 16 Januari 2019) dengan tema “Pemantapan Ideologi 
Kebangsaan dan Kepartaian” di Makassar, 17 Desember 2018. 
2. Hadapi Pemilu 2019, DPD II Golkar Malteng Gelar Pendidikan Politik 
(intim.new 22 Des 2019) dengan tema “Meningkatkan Partisipasi Politik, 
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Peningkatan Literasi Demokrasi dan Membangkitkan Voluntarisme 
Politik” di Maluku Tengah, 22 Desember 2018. 
3. Fungsionaris Partai Golkar Tekankan Pentingnya Pendidikan Politik 
Masyarakat (bogor.pojoksatu.id 3 Januari 2019) dengan tema 
“Pemantapan Ideologi Kebangsaan dan Kepartaian” di Bogor, 23 
Desember 2018. 
4. Golkar Adakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat 
(pedomanbengkulu.com 25 Januari 2019) dengan tema “Pendidikan Politik 
Bagi Kalangan Tokoh Masyarakat, Masyarakat Adat, dan Perempuan” di 
Bengkulu, 25 Januari 2019. 
5. DPD Partai Golkar Banyuwangi Gelar Pendidikan Politik (viva.co.id 24 
Maret 2019) dengan tema “Urgensi Saksi Partai Politik dalam Pemilu 
2019” di Banyuwangi, 24 Maret 2019. 
Dari pemberitaan media online kegiatan pendidikan politik yang dilakukan 
oleh Partai Golkar, salah satunya dengan melakukan diskusi yang kemudian 
hasilnya diberitakan pada media online. Adapun bentuk-bentuk pendidikan politik 
yang dapat dilakukan menurut Kantaprawira (2004) yaitu sebagai berikut. 
1) Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi 
massa yang biasa membentuk pendapat umum 
2) Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media). 
3) Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat 
menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun 
informal. 
Kegiatan pendidikan politik seharusnya tidak hanya dilakukan ketika menjelang 
event politik. Pasca event politik seperti pemilu, Partai Golkar tetap menggelar 
pendidikan politik seperti pada pemberitaan media online berikut. 
1. Pendidikan Politik Partai Golkar 2019 Tekankan Pentingnya Pancasila 
(antaranews.com 28 November 2019) 
2. Golkar Berikan Pendidikan Politik Kepada Kader Muda 
(radarsurabaya.jawapos.com 20 Desember 2019) 
27 
 
3. DPD Golkar Kota Tangerang Beri Pendidikan Politik untuk Kader Wanita 
Milenial (tangerangtribun.com 26 Desember 2019) 
4. Golkar Kabupaten Malang Berikan Pendidilan Politik Kepada Kaum 
Milenial (timesindonesia.co.id 12 Januari 2020) 
Partai politik sebagai pilar utama dalam demokrasi di Indonesia, seharusnya 
mampu menciptakan lembaga pendidikan politik.Partai politik perlu memiliki 
lembaga pendidikan politik yang memiliki sistem dan kurikulum yang terstruktur 
sehingga akan berperan dalam regenerasi kader. Pada tahun 2019, partai Golkar di 
bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto berencana untuk membangun sekolah 
kader dengan nama Golkar Academy seperti diberitakan beritasatu.com. Tujuan 
dari Golkar Academy menurut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, 
yaitu melahirkan kader-kader yang secara kualitas dan kuantitas mumpuni serta 
siap terjun di bidang legislatif, eksekutif maupun sebagai pengurus partai. Adanya 
sekolah kader, diharapkan Partai Golkar dapat menciptakan SDM yang unggul. 
Sekolah kader tersebut perlu adanya, karena Partai Golkar dapat menjaring, 
menempa, dan membina kader-kadernya. Hal positif lain yang muncul dengan 
adanya sekolah kader Golkar Academy adalah menunjukkan citra golkar sebagai 
partai kader. Urgensi diselenggarakan Golkar Academy yaitu mempersiapkan 
SDM partai yang unggul sekaligus menunjukkan keseriusan partai untuk memberi 
kontribusi positif bagi masyarakat.Adanya pendidikan politik yang dilakukan 
secara intensif oleh partai politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi 
politik (Hasanuddin, 2013). 
Seiring dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat akan kegiatan politik, 
diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik. 
Miriam Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan 
seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan 
politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung 
atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah ‘public policy’. Salah 
satu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu 
menjadi anggota partai. Setiap warga negara berhak untuk bergabung menjadi 
anggota partai politik. Partai politik merupakan sebuah lembaga yang berhak 
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untuk melakukan rekrutmen untuk calon pemimpin nasional, sebagaimana 
tertuang dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 
29 (1) bahwa Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara 
Indonesia untuk menjadi anggota Partai Politik, bakal calon anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah, serta bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. 
Hal ini tentu melalui proses kaderisasi dan rekrutmen yang berlaku dalam 
AD/ART partai politik. AD/ART yang dimiliki Partai Golkar mengenai kaderisasi 
dan rekrutmen dijelaskan bahwa seorang warga negara yang memilih dan 
bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela 
menundukkan diri, terikat dan menyetujui AD/ART partai politik yang 
bersangkutan (Farida, 2013). Begitu juga dengan kader Partai Golkar, yang harus 
mengikuti AD/ART yang dimiliki Partai Golkar. 
Kader merupakan ujung tombak dari partai politik hal ini dikarenakan 
berkembangnya sebuah partai politik bergantung pada kualitas dari kader partai 
politik itu sendiri. Pengertian kader menurut Yudhoyono (dalam Sahid, 2011) 
adalah sebagai berikut. 
a. Merupakan orang-orang pilihan yang berkualitas. 
b. Merupakan anggota organisasi yang terlatih untuk melaksanakan fungsi-
fungsi kepemimpinan organisasi atau lembaga-lembaga lain yang berada 
dibawah control organisasi. 
c. Merupakan orang-orang yang memang dipersiapkan untuk memegang 
pekerjaan penting di suatu organisasi, baik pemerintahan maupun politik. 
Berdasarkan pengertian kader tersebut, jelas bahwa tidak sembarang orang dapat 
menjadi kader partai politik. Mengenai keanggotaan dan kader dalam Partai 
Golkar telah tertulis dalam AD/ART Bab VI sebagai berikut. 
1. Pasal 13 (1) Anggota Partai Golkar adalah warga Negara Republik 
Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi 
anggota. 
2. Pasal 14 (1) Kader Partai Golkar adalah anggota partai Golkar yang 
merupakan tenaga inti dan penggerak partai. 
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3. Pasal 15. Setiap anggota berkewajiban untuk 1) menjunjung tinggi nama 
dan kehormatan Partai Golkar; 2) memegang teguh Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan organisasi Partai 
Golkar; dan 3) aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai Golkar. 
4. Pasal 16. Setiap anggota mempunyai hak 1) Bicara dan memberikan 
suara; 2) memilih dan dipilih; dan 3) membela diri. 
Kader yang dimiliki partai politik tidak hanya bertanggungjawab akan partai 
politiknya tetapi juga terhadap pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, partai 
politik perlu teliti dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen. Secara umum, 
indikator rekrutmen anggota partai politik yaitu sebagai berikut (Pamungkas, 
2011). 
a. Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisan kriteria yang dapat masuk 
dalam kandidasi. 
b. Tahap penominasian meliputi ketersediaan ‘supply’ calon yang memenuhi 
syarat dan permintaan ‘demand’ dari penyeleksi ketika memutuskan siapa 
yang dinominasikan. 
Pada tahap sertifikasi partai politik dapat menentukan kriteria dari seorang 
anggota partai politik yang dilihat dari latar belakang pendidikan, ideologi, 
loyalitas, pengalaman berorganisasi, track record, dan melakukan psikotest. 
Setelah menentukan kriteria, pada tahap penominasian partai politik berhak 
memutuskan anggota partai politik yang layak untuk direkrut pada posisi tertentu. 
Setiap partai politik harus memiliki Rencana Tindak Lanjut (RTL), sehingga dapat 
terlihat konsistensinya dalam perkaderan. Perkaderan diharapkan bukan hanya 
sebagai formalitas tetapi memiliki dampak positif bagi kader dan partai politik. 
Jenjang karir yang jelas dalam partai politik dapat memudahkan dalam pembinaan 
kader di setiap tingkatan. Sehingga pada tahap penominasian partai politik dapat 
dengan mudah memutuskan kader yang dinominasikan pada suatu jabatan. 
Penominasian dapat dilakukan partai politik dalam menentukan kadernya yang 
layak memimpin partai mulai dari tingkat DPC hingga DPP, bahkan untuk 
menduduki jabatan setingkat Menteri, mengikuti proses pemilihan calon anggota 
legislatif, serta calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam proses rekrutmen 
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politik, partai politik memiliki beberapa pilihan adalah sebagai berikut(Pahlevi, 
2013). 
1) Partisan, yaitu pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai 
sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.  
2) Compartmentalization, yaitu proses rekrutmen yang didasarkan pada latar 
belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial 
politik seseorang.  
3) Immediate Survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas 
pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang yang akan 
direkrut. 
4) Civil Service Reform, yaitu proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan 
loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih 
penting. 
Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang paling ideal dalam 
perkaderan. Partai Golkar aktif dalam pembinaan kadernya dimulai dari tingkat 
cabang hingga ke pusat. Partai Golkar dalam melakukan rekrutmen kader salah 
satunya melalui organisasi sayap yang dimiliki. Partai Golkar dapat dengan 
mudah mengetahui latar belakang pendidikan, ideologi, loyalitas, pengalaman 
berorganisasi, serta track record calon kader yang diambil dari organisasi sayap 
Partai Golkar. Untuk keterbukaan rekrutmen anggota dan kader Partai Golkar 
untuk umum tidak begitu jelas. Hal ini ditandai dengan tidak adanya informasi 
secara luas baik melalui media cetak, online, dan official website Partai Golkar 
mengenai rekrutmen anggota dan kader Partai Golkar. Lain hal dengan rekrutmen 
untuk calon anggota legislatif, Partai Golkar melalui Dewan Pimpinan Daerah 
melakukan rekrutmen caleg secara terbuka. Anggota legislatif merupakan bagian 
dari kepemimpinan nasional. Partai Golkar berusaha mengantarkan kader 
terbaiknya dalam menduduki jabatan kepemimpinan nasional. Salah satu upaya 
yang dilakukan Partai Golkar terdapat dalam rekrutmen caleg terdapat 
pemberitaan media online sebagai berikut. 
1. Golkar Badung Bentuk Tim Verifikasi Rekrutmen Caleg (fajarbali.com 
10 Mei 2018) 
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2. Golkar Bahas Sistem Rekrutmen Bakal Caleg 2019 (suara.com 21 Mei 
2017) 
3. Golkar Sumbar Roadshow Sosialisasi Rekrutmen Bacaleg 
(jurnalsumbar.com 20 Maret 2018) 
Selain rekrutmen caleg, rekrutmen calon kepala daerah juga dilakukan partai 
Golkar secara terbuka. Hal ini dilakukan sebagai upaya partai Golkar untuk 
mendapatkan calon terbaik yang akan diusungnya. Dalam proses rekrutmen calon 
kepala daerah, Partai Golkar membuka kesempatan seluas-luasnya baik bagi kader 
partai maupun di luar kader partai. Akan tetapi, Partai Golkar tetap 
mengutamakan kadernya untuk diusung maju dalam pemilihan kepala daerah. 
Proses rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan Partai Golkar tersebut 
berdasarkan Surat DPP Partai Golkar SE-28/GOLKAR/VI/2019. Beberapa DPD 
Golkar yang telah melakukan rekrutmen calon kepala daerah terlihat dalam 
pemberitaan online berikut ini. 
1. Golkar Jatim Gelar Rekrutmen Untuk Pilgub Jatim (skalanews.com 27 
Februari 2018) 
2. DPD Partai GOLKAR Karo Buka Pendaftaran (tuntasonline.com 11 
Oktober 2019) 
3. Golkar Simalungun Buka Pendaftaran Balon Kepala Daerah (faseberita.id 
11 November 2019) 
4. Golkar Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 
(suarapemredkalbar.com 4 Desember 2019) 
5. Golkar Buka Penjaringan Pilgub (jamberita.com 7 Februari 2020) 
Kepemimpinan nasional lainnya yang dipilih oleh rakyat melalui pencalonan 
yang dilakukan partai politik yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan 
Presiden yang pertama kali dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia yaitu 
pada tahun 2004, Partai Golkar mengadakan konvensi Calon Presiden. Hal 
tersebut dilakukan Partai Golkar sebagai upaya untuk menjaring kader terbaik 
Partai Golkar sebagai Calon Presiden. Konvensi ini diikuti 5 orang politisi senior 
Partai Golkar, yaitu Akbar Tandjung, Wiranto, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan 
Prabowo Subianto. Wiranto sukses memenangkan Konvensi Calon Presiden 
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Partai Golkar. Pada Pilpres 2004, Wiranto berpasangan dengan Solahudin Wahid 
dan Partai Golkar sebagai partai pengusung utama. Pada Pilpres tahun 2009, 
Partai Golkar juga mengusung sendiri kadernya untuk menjadi calon Presiden 
yaitu Jusuf Kalla yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar 
sebagai partai terbesar saat itu perlu menjaga harkat partai, sehingga harus 
memiliki Calon Presiden. Jusuf Kalla saat itu menjabat sebagai Ketua Umum 
Partai Golkar, diusulkan para kader untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2009 
berpasangan dengan Wiranto. Namun pada tahun 2014 dan 2019, Golkar tidak 
mengusung kadernya sebagai Calon Presiden. Bahkan di tahun 2019, tidak ada 
satupun kader Partai Golkar menjadi Calon Presiden maupun Calon Wakil 
Presiden. Dilihat dari perolehan suara, Partai Golkar memang mendapat posisi 3 
besar suara terbanyak akan tetapi hal tersebut tidak menjadi jaminan bagi Partai 
Golkar untuk mencalonkan sendiri kadernya. Salah satu yang menjadi alasan 
Partai Golkar tidak dapat mengusung calonnya sendiri yaitu Partai Golkar tidak 
mendapatkan 20% jumlah kursi DPR sehingga tidak memenuhi presidential 
threshold sehingga perlu berkoalisi dengan partai lain. Tidak munculnya kader 
Partai Golkar di bursa Calon Presiden dan Wakil Presiden di antara mitra koalisi, 
karena kader Partai Golkar dinilai belum memiliki popularitas untuk dicalonkan. 
Adanya ambang batas dalam sistem pemilihan di Indonesia, dapat mengakibatkan 
satu calon diusung oleh beberapa partai politik, sehingga membatasi calon untuk 
muncul. 
Ketidakmunculan kader Partai Golkar di kontes pemilihan kepemimpinan 
nasional harus menjadi cambuk bagi Partai Golkar dalam melakukan rekrutmen 
kader. Salah satu yang perlu Partai Golkar lakukan adalah dengan adanya 
keterbukaan dalam rekrutmen. Keterbukaan rekrutmen di Partai Golkar memberi 
nilai positif bagi partai, soliditas partai dibangun mulai dari tingkat bawah 
sehingga dapat meningkatkan elektabilitas partai.Partai politik tidak memiliki 
perencanaan karir sebagai politisi dalam manajemen sumber daya manusia nya. 
Dalam partai politik tidak ada batasan waktu dan kriteria kapan seorang anggota 
partai politik menjadi seorang kader kemudian menjadi ketua DPC, DPD, hingga 
DPP. Untuk mengakomodasi kader-kader partai politik mulai dari tingkat bawah 
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partai politik dapat memilih proses rekrutmen partisan, yaitu pendukung yang 
kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki 
jabatan strategis (Pahlevi, 2013). 
Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta 2 periode merupakan salah satu 
kader Partai Golkar yang merintis karirnya dari bawah. Mengawali karir dari DPD 
II Partai Golkar Purwakarta, Dedi Mulyadi sukses menjadi anggota DPRD dan 
pernah menjabat sebagai ketua DPD II Partai Golkar Purwakarta. Diusung Partai 
Golkar dalam Pilkada Kabupaten Purwakarta, Dedi Mulyadi dicalonkan sebagai 
Wakil Bupati berpasangan dengan Lily Hambali. Pada pemilihan selanjutnya Dedi 
Mulyadi mencalonkan diri sebagai Bupati dan sukses memenangkan Pilkada 
Purwakarta sebanyak dua kali. Sukses menjadi Bupati Purwakarta, karirnya di 
Partai Golkar juga melesat yaitu menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar 
Jawa Barat. Berbekal kemampuannya memimpin Purwakarta, Dedi Mulyadi 
mencalonkan diri sebagai Gubernur pada Pilgub Jabar 2018. Meski sempat Partai 
Golkar mengusung nama lain di Pilgub Jabar, pada akhirnya Partai Golkar 
mencalonkan kader terbaiknya untuk bertarung yaitu Dedi Mulyadi. Mengalami 
kekalahan di Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi tetap berjuang untuk aspirasi rakyat 
Jawa Barat dengan mengikuti Pileg 2019 dari Dapil VII Jabar. Mantan Bupati 
Purwakarta tersebut sukses meraih suara terbanyak di antara caleg Partai Golkar 
se Indonesia. Karirnya di Partai Golkar semakin menanjak, ia dipercaya sebagai 
Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan.  
Jenjang karir kader partai politik berbeda dengan jenjang karir di instansi 
pemerintahan. Karir politik kader partai tidak harus dari awal, mulai DPC hingga 
DPP tetapi ada memang kader yang berangkat dari bawah. Tetapi ada juga orang 
tertentu yang dibutuhkan partai politik tidak mulai dari bawah. Jenjang karir 
dalam parpol dapat diperoleh melalui kedekatan dan keberuntungan. Partai politik 
berbeda dengan organisasi lain misalkan Ormas Islam Muhammadiyah atau 
organisasi kemahasiswaan seperti BEM, yang memang bisa fokus melihat mulai 
dari perkaderan tingkat bawah hingga pusat. Tetapi walaupun demikian 
pengalaman memimpin menjadi sesuatu hal yg tidak bisa ditawar lagi dalam karir 
partai politik. Partai politik belum memiliki sistem kaderisasi dan rekrutmen yang 
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jelas seperti dalam sistem birokrasi ataupun TNI dan POLRI. Dalam sistem 
birokrasi ataupun TNI dan POLRI, setiap individu yang akan menduduki sebuah 
jabatan atau mendapatkan kenaikan pangkat perlu mengikuti pendidikan terlebih 
dahulu. Sebelum mengikuti pendidikan ada seleksi terlebih dahulu, sehingga 
orang-orang terpilih tentu layak dan mampu mengikuti pendidikan. Selain itu, 
hirarki jabatan dalam sistem birokrasi ataupun TNI dan POLRI memiliki tahapan 
yang jelas. Sehingga individu yang memegang jabatan di dalam birokrasi, TNI, 
dan POLRI merupakan orang yang layak menduduki jabatan. Partai politik perlu 
mencontoh proses rekrutmen yang terstruktur dalam sistem birokrasi, TNI, dan 
POLRI. Partai politik perlu memiliki perencanaan bagi karir politisi yang dapat 
dimulai dari jenjang pengurus anak ranting, ranting, pengurus anak cabang, 
pengurus cabang, pengurus daerah hingga pengurus pusat. Apabila proses 
kaderisasi dan rekrutmen dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkatan paling 
bawah hingga pusat, maka partai politik akan mampu melakukan rekrutmen dalam 
setiap tingkatan bahkan untuk tingkat nasional. Dengan demikian proses 
regenerasi dalam internal partai politik maupun sistem pemerintahan akan berjalan 
sebagaimana mestinya. 
Rekrutmen dalam partai politik salah satunya didominasi oleh kerabat dekat 
atau keluarga dari pimpinan partai politik. Tidak sedikit keluarga yang terjun ke 
dalam dunia politik dengan mengekor ketokohan dari pimpinan partai politik atau 
penguasa daerah. Bentuk kekerabatan politik dalam rekrutmen lebih dikenal 
dengan dinasti politik. Dinasti politik ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, 
dimana para kepala daerah di sebuah provinsi dapat terdiri dari individu-individu 
yang memiliki hubungan keluarga. Masyarakat Indonesia masih memiliki 
kekerabatan yang kuat, sehingga dapat mempengaruhi pilihan politik suatu 
kelompok. Kuatnya ikatan kekerabatan dalam masyarakat Indonesia dapat 
berperan melahirkan politik dinasti dalam partai politik dan pemerintahan daerah. 
Proses rekrutmen anggota keluarga dikhawatirkan hanya sebagai perpanjangan 
kekuasaan dari seorang pejabat daerah ataupun pimpinan partai. Merekrut 
keluarga untuk mengisi jabatan politis seharusnya tidak menjadi sebuah masalah, 
selagi masih ada asas proporsionalitas.Lebih lagi jika keluarga yang direkrut 
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memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan politis tersebut. Akan tetapi perlu 
menjadi catatan bahwa keluarga yang akan masuk ke dalam partai politik tetap 
mengikuti proses kaderisasi. Sehingga sudah mempunyai kapabilitas untuk 
melanjutkan kepemimpinan. Rekrutmen anggota keluarga dapat dikategorikan 
Civil Service Reform, yaitu proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan 
loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting. 
Partai Golkar sebagai partai yang sudah lama berdiri melahirkan tokoh-tokoh 
besar dalam sejarah politik di Indonesia. Tidak sedikit anak atau keluarga dari 
tokoh yang dilahirkan Partai Golkar terjun dalam dunia politik. Jenjang karir di 
partai politik masih dipengaruhi salah satunya hubungan kedekatan. Di Partai 
Golkar masih terdapat nepotisme akan tetapi tidak terlibat dalam perebutan 
kekuasan. Anak atau keluarga yang meneruskan kepengurusannya di Partai 
Golkar telah melalui perkaderan dan merupakan pengurus aktif. Sebagai contoh 
beberapa anak dari petinggi Partai Golkar yang saat ini aktif di Partai Golkar dan 
menjadi anggota legislative dari Partai Golkar adalah sebagai berikut. 
1. Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan RI) merupakan anak dari 
Theo L. Sambuaga (Ketua DPP Partai Golkar Tahun 1998). Jerry 
Sambuaga pernah aktif dan menjadi Wakil Ketua Umum di DPP AMPI 
pada tahun 2017. Di Partai Golkar, Jerry Sambuaga pernah menjabat 
sebagai Wakil Bendahara Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal. Jerry 
merupakan salah satu representasi kader Partai Golkar untuk mengisi 
jabatan Wakil Menteri di Kabinet Jokowi-Ma’ruf.  
2. Dave Akbarshah Fikarno (Anggota DPR 2019-2024 Fraksi Partai Golkar) 
merupakan anak dari Agung Laksono (Wakil Ketua Umum DPP Partai 
Gokar 2004 dan 2009), ia pernah menjadi Ketua Umum DPP AMPI 
periode 2010-2015. AMPI merupakan salah satu organisasi sayap Partai 
Golkar. 
3. Puteri Anetta Komarudin, anggota DPR RI periode 2019-2024 merupakan 
anak dari Ade Komarudin (Ketua DPR RI, Politikus senior Partai Golkar). 
Putri Komarudin pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Ekonomi 
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dan Keuangan Negara DPP AMPI serta Ketua Departemen Pemberdayaan 
Perempuan DPP Partai Golkar. 
Beberapa contoh tersebut, jelas bahwa Partai Golkar tidak hanya melihat 
hubungan kekerabatan tapi juga melalui kaderisasi salah satunya melalui 
organisasi sayap yang dimiliki Partai Golkar yaitu AMPI. Meskipun memiliki 
hubungan kekerabatan, anak dari petinggi Partai Golkar harus berkontribusi 
dengan aktif menjadi kader Partai Golkar. Selain itu, melihat latar belakang 
pendidikan jelas bahwa mereka memiliki kemampuan dan kualitas untuk menjadi 
politikus Partai Golkar. Nilai-nilai yang ditanamkan orangtua sebagai petinggi 
Partai Golkar sejak dini menjadi nilai tambah bagi anak untuk mencintai dan 
membangun bersama Partai Golkar. 
Partai politik dapat melakukan rekrutmen terhadap orang yang baru 
bergabung untuk langsung memiliki jabatan tinggi dalam partai politik.Hal 
tersebut sah saja untuk dilakukan, akan tetapi perlu memerhatikan track record 
dari individu yang mengikuti talent scouting.Rekrutmen ini dapat dikategorikan 
dalam Compartmentalization, yaitu proses rekrutmen yang didasarkan pada latar 
belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik 
seseorang.Partai Golkar pernah melakukan talent scouting dalam merekrut 
kadernya. Beberapa tokoh yang ditetapkan menjadi kader partai Golkar melalui 
proses talent scouting antara lain sebagai berikut. 
1. Lodewijk freidrich paulus. Nama Lodewijck Freidrich Paulus di dunia 
militer sudah tidak asing lagi, beliau pension dengan pangkat terakhir 
Letnan Jenderal TNI pada tahun 2015. Namun, di dunia politik namanya 
masih asing terdengar. Sebagai pemain baru di partai politik, karirnya 
termasuk moncer hingga dapat menduduki jabatan Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Golkar.  Lodewijk Freidrich Paulus, termasuk salah satu kader 
partai yang melalui proses talent scouting melihat kemampuannya saat di 
militer. Setahun pasca pensiun dari TNI yaitu tahun 2016 beliau dipercaya 
Partai Golkar untuk ditugaskan menjabat Plt. Ketua DPD Golkar 
Lampung. Saat itu kondisi DPD Golkar Lampung sedang memanas dan 
kehadiran Loedwijck diharapkan dapat meredam gejolak yang. Hal ini 
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bukan tanpa sebab, Loedwijk pernah menjabat sebagai Pangdam I/Bukit 
Barisan sehingga dianggap berpengalaman dan memiliki pengaruh 
terhadap DPD Golkar Lampung.  
2. Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Lc., MA atau lebih dikenal dengan 
Tuan Guru Bajang (TGB) merupakan Gubernur Nusa Tenggara Barat dua 
periode. Dalam proses menjadi Gubernur, dua partai yang menjadi afiliasi 
politiknya yaitu Partai Bulan Bintang pada tahun 2004 – 2011 dan Partai 
Demokrat pada tahun 2011 – 2018. Pasca mundur dari Partai Demokrat, 
TGB menyatakan bergabung dengan Partai Golkar. Hal tersebut disambut 
baik oleh Partai Golkar, dan langsung mendapatkan dua jabatan penting. 
Pada awal bergabungnya di Partai Golkar TGB ditunjuk sebagai Ketua 
Koordinator Bidang Keumatan DPP Golkar serta Wakil Ketua Badan 
Pemenanga Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden DPP Golkar. 
3. Hasan Basri Agus (HBA) merupakan Gubernur Jambi periode 2010 – 
2015. Pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 2010 hingga 2017, HBA 
tercatat sebagai kader Partai Demokrat bahkan menjabat sebagai Ketua 
DPD Demokrat Provinsi Jambi. Mengawali karir sebagai PNS hingga 
terjun ke dunia politik, karir Hasan Basri Agus terbilang sukses. Banyak 
penghargaan yang diperolehnya baik secara pribadi maupun instansi yang 
dipimpinnya. Namun saat pemilihan Gubernur Jambi pada tahun 2016, 
beliau mengalami kekalahan sehingga tidak terpilih kembali. Sempat 
rehat dari dunia politik, pada tahun 2017 Partai Golkar meminang Hasan 
Basri Agus menjadi Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar dan 
mencalonkannya sebagai anggota legislatif Dapil Jambi. Keputusan Partai 
Golkar meminang HBA membuahkan hasil positif yaitu HBA 
mendapatkan suara terbanyak kedua se-Indonesia di Partai Golkar, setelah 
Dedi Mulyadi (mantan Bupati Purwakarta) dari Dapil Jawa Barat VII. 
Partai politik memilih profesi artis dan pengusaha serta orang-orang yang 
memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat politik dalam 
melaksanakan talent scouting. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya partai 
politik yang merekrut para artis sebagai calon anggota legislatif. 
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Proses talent scouting yang dilakukan Partai Golkar mengacu pada AD/ART 
Partai Golkar. Pada AD/ART mengenai Kader pasal 5(2) yaitu Dewan Pimpinan 
Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader partai berdasarkan prestasi 
yang luar biasa. 
Kebanyakan partai politik di Indonesia memilih proses immediate survival 
pada proses rekutmennya, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas 
pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan yang di rekrut. Alih-alih 
membenahi sistem kaderisasi dan rekrtumen, kebanyakan partai politik melakukan 
perkaderan instan.Perkaderan instan ini dilakukan atas dasar kepentingan partai 
yaitu popularitas dan biaya yang dibutuhkan partai politik dalam menghadapi 
event politik seperti Pemilu dan Pilkada. Hal tersebut menjadi jalan pintas bagi 
partai politik untuk meraih suara rakyat dengan biaya yang bisa ditekan. Profesi 
artis seringkali menjadi incaran partai politik sebagai calon kader yang akan 
direkrut.Artis sudah memiliki modal politik untuk mencalonkan diri sebagai 
anggota legislatif yaitu sudah dikenal oleh masyarakat luas. Mencalonkan artis 
sebagai anggota legislatif tidak salah, akan tetapi perlu dilihat kembali bagaimana 
track record dari para artis tersebut. Menjadi sebuah pertanyaan besar untuk 
sebagian orang yaitu apakah para artis tersebut mampu untuk mengemban amanah 
sebagai anggota legislatif. Selain merekrut artis, partai politik juga merekrut para 
pengusaha. Banyaknya pengusaha yang direkrut oleh partai politik, dapat dilihat 
pada gambar berikut. Partai politik merekrut pengusaha tentu bukan tanpa alasan, 
ada kepentingan partai di dalamnya. Kegiatan politik yang dilakukan oleh parta 
politik tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, dengan bergabungnya para 
pengusaha dalam partai politik diharapkan dapat membantu keuangan partai. Para 
pengusaha ini tentu mempunyai kepentingan ketika bergabung dengan partai 
politik, yang bisa saja tidak sejalan dengan tujuan partai politik. Hal ini tentu 
dapat mempengaruhi arah dan tujuan dari partai politik. 
Model perekrutan yang dilakukan partai politik seperti merekrut artis atau 
pengusaha dalam rumus demokrasi tidak ada yang salah.Demokrasi yang 
ditentukan oleh suara terbanyak berbeda dengan demokrasi model perwakilan. 
Partai politik tidak bisa sepenuhnya kader, masa, atau ideologi karena dapat rusak. 
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Partai politik membutuhkan ketiganya secara proporsional.Rekrutmen artis dan 
pengusaha dalam partai politik boleh saja dilakukan tetapi harus mengikuti 
perkaderan. Di beberapa partai politik terutama partai besar walaupun sebagai 
pendongkrak suara artis/pengusaha tidak bisa masuk begitu saja tanpa melalui 
perkaderan. Partai sebagai organisasi, jika ingin menjadi organisasi yang baik 
perlu taat aturan, mekanisme termasuk dalam rekrutmen kader.Rekrutmen artis 
dalam partai biasanya mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya adalah asal 
daerah. Jika suara partai politik di daerah tersebut sudah kuat, dan kemungkinan 
mendapat kursi biasanya tidak lagi perlu merekrut artis. 
Menjadikan artis sebagai vote getter dalam Pemilu sah saja dilakukan partai 
politik, namun Partai Golkar lebih mengutamakan mengusung kader partai di 
Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Dedi Mulyadi, Ketua DPD I Partai 
Golkar Jawa Barat dalam pemberitaan online di laman sindonews.com disebutkan 
bahwa Golkar Jabar tak gentar hadapi caleg artis pada Rabu (25/07/2018). Akan 
tetapi bukan berarti Partai Golkar tidak mengusung artis pada Pemilu 2019. 
Seperti diketahui Partai Golkar mengusung 2 orang artis sebagai caleg di Pemilu 
2019 yaitu Nurul Arifin dan Teti Kadi. Namun kedua artis tersebut, tidak secara 
instan direkrut Partai Golkar jelang Pemilu 2019. Kiprah Nurul Arifin di Partai 
Golkar sudah tidak diragukan lagi, ia pernah menjabat Wakil Sekjen DPP Partai 
Golkar periode 2014-2019. Selain itu, ia pernah mencalonkan diri sebagai 
Walikota di Pilkada Kota Bandung yang diusung oleh Partai Golkar. Artis Teti 
Kadi, walaupun tidak lolos sebagai anggota legislatif di Pemilu 2019, ia pernah 
menjadi anggota DPR dari Partai Golkar periode 2014-2015. Teti Kadi memulai 
karir politiknya melalui Partai Golkar dan terpilih menjadi anggota DPRD Jawa 
Barat pada Pemilu 2014, serta menduduki jabatan penting yaitu Wakil Ketua 
Komisi B. Melihat kiprah artis yang diusung Partai Golkar dalam Pemilu 2019, 
jelas bahwa Partai Golkar tidak hanya ingin meraup suara dengan merekrut artis. 
Partai Golkar mengusung artis yang memang merupakan kader Partai Golkar dan 
berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan pemberitaan di media online indopos.com 
dengan judul berita ”Golkar Klaim Caleg Artisnya Paling Berkualitas” yang di 
publish pada tanggal 19 Juli 2018. 
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Tahapan rekrutmen anggota dan kader partai politik merupakan tahapan awal 
dalam terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan adanya regenerasi 
dalam partai politik. Partai politik perlu menyiapkan kadernya sehingga memiliki 
kualitas sebagai calon pemimpin nasional. Selain memberikan pendidikan politik 
pada kadernya, partai politik juga dapat memberlakukan sistem reward and 
punishment. Adanya sistem reward and punishment diharapkan kader-kader partai 
yang memiliki prestasi yang baik akan terus melaju, sedangkan kader yang 
melanggar aturan dengan sendirinya akan terkena seleksi alam. Konsitensi partai 
politik dalam menerapkan sistem reward and punishment perlu dijaga. Sehingga 
kader partai politik yang dihasilkan oleh partai politik merupakan kader-kader 
terbaik yang akan berjuang sesuai pengertian partai politik menurut Undang-
undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 
tahun 2008 tentang partai politik.  
Sistem punishment bagi kader Partai Golkar yang melanggar hukum sudah 
dilakukan yaitu dengan tidak memberi bantuan hukum hingga pemecatan pada 
kader yang bersangkutan. Di Partai Golkar pada prinsipnya siapapun yang 
melanggar ketentuan dalam AD/ART akan ada sanksinya. Sanksi dijatuhkan 
setelah ada ketetapan hukum terhadap kader yang bersangkutan. Beberapa 
pemberitaan media online mengenai punishment yang dilakukan Partai Golkar 
adalah sebagi berikut. 
1. Ini Alasan Sebenarnya Mengapa Fadel Muhammad Dipecat Dari Golkar 
(republika.co.id 14 November 2016) 
2. Kasus Suap dari Meikarta, Golkar nonaktifkan Bupati Bekasi dari Partai 
(kontan.id 16 Oktober 2018) 
3. Kadernya Jadi Tersangka KPK, Partai Golkar Tak Beri Bantuan Hukum 
(kompas.com 29 Maret 2019) 
4. Golkar Pecat Kader Belot ke Duet Prabowo-Sandi, Agung Laksono: 
Langkah Baik (timesindonesia.co.id 20 Maret 2019) 
Salah satu sanksi yang diberikan pada kader Partai Golkar yaitu pemberhentian. 
Adapun pemberhentian anggota dijelaskan dalam AD/ART Partai Golkar Bab II 
pasal 4 sebagai berikut. 
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1. Anggota berhenti karena 1) mengundurkan diri atas permintaan sendiri 
secara tertulis; 2) diberhentikan; dan 3) meninggal dunia. 
2. Anggota diberhentikan karena 1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
anggota; 2) menjadi anggota partai politik lain; 3) melanggar AD, ART, 
dan atau keputusan musyawarah nasional, dan atau rapat pimpinan 
nasional; 4) melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan 
keputusan atau kebijakan partai. 
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri anggota 
diatur dalam peraturan organisasi. 
Selain sistem punishment Partai Golkar juga memberikan reward kepada 
kadernya yang berprestasi. Memberikan reward kepada kader partai yang 
berprestasi merupakan bentuk penghargaan dari partai, selain itu hal tersebut 
dapat menambah loyalitas dan soliditas Partai Golkar. Beberapa pemberitaan 
media online menganai penghargaan yang diberikan Partai Golkar kepada 
kadernya yaitu sebagai berikut. 
1. Ketua DPRD Yahukimo, Mari Mirin: Saya Terpilih Karena Loyalitas, 
Dedikasi, dan Prestasi (jubi.co.id 15 Desember 2016) 
2. Raih Suara Terbanyak Kedua se-Indonesia di Partai Golkar, HBA 
Dianugerahi Medali Platinum (jamberita.com 16 September 2019) 
3. Prestasi Gemilang Partai Golkar Karanganyar di bawah Pimpinan 
Yuliatmono (beritalima.com 30 Oktober 2019) 
4. HUT Ke-55, Golkar Beri Penghargaan Khusus Karya Utama ke JK 
(detik.com 6 November 2019) 
5. Berprestasi dalam Pemilu, DPP Partai Golkar Beri Penghargan Kepada 
DPD I NTT (indonesiasatu.co 9 November 2019) 
6. Dipimpin Rohidin Mersyah Golkar Bengkulu Sandang Penghargaan 
Terbaik (bengkuluinteraktif.com 12 November 2019) 
7. Airlangga Dinilai Berhasil Menempatkan Kader Terbaik di Kabinet 
(detak-palembang.com November 2019) 
Dari analisis ini menggambarkan bahwa Partai Golkar berusaha melakukan 
kaderisasi dan rekrutmen partai politik sesuai dengan AD/ART. Namun masih 
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terdapat beberapa kekurangan diantaranya belum memiliki perencanaan karir 
sebagai politisi untuk kadernya serta sistem pendidikan politik yang belum 
terstruktur. Partai Golkar juga tidak hanya mempertimbangkan popularitas 
seseorang ketika akan dicalonkan untuk mengisi jabatan politis, akan tetapi Partai 
Golkar mengutamakan loyalitas dari kadernya. Partai Golkar tidak dapat lepas 
dari nepotisme, hal tersebut ditandai dengan munculnya beberapa kader Partai 
Golkar yang merupakan anak atau keluarga dari petinggi partai. Akan tetapi, anak 
atau keluaga yang bergabung di Partai Golkar tetap mengikuti perkaderan salah 
satunya melalui organisasi sayap yang dimiliki Partai Golkar. Partai golkar juga 
tidak hanya mencari suara saja dalam pemilihan. Hal tersebut terlihat dari tidak 
banyak menjadikan artis sebagai vote getter dalam Pemilu atau Pilkada. 
Kaderisasi dan rekrutmen tidak hanya untuk meningkatkan popularitas dan 
elektabilitas partai, proses tersebut dilakukan untuk perkembangan partai politik 
dalam jangka panjang. Perlu menjadi perhatian utama dari partai politik yaitu 
seleksi kader dan pendidikan setelah kader ikut bergabung dengan partai politik. 
Pendidikan dan pembinaan kader tidak dilakukan pada saat akan dilaksanakan 
kegiatan pemilihan umum, akan tetapi pendidikan dan pembinaan kader perlu 
dilakukan secara terus menerus. Kader sebagai sumber daya manusia yang 
dimiliki partai politik perlu menjadi prioritas utama. Partai politik yang berfungsi 
memberikan pendidikan politik harus mampu menjadi lembaga pendidikan bagi 
kadernya ataupun masyarakat luas. Melalui cara ini diharapkan semua kader partai 
politik baik yang lama maupun yang muda memiliki kualitas yang baik. Sehingga 





BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Strategi yang dilakukan partai politik dalam rangka proses regenerasi dan 
mengisi kepemimpinan nasional yaitu dengan rekrutmen, pendidikan, dan 
pembinaan kader-kader politik. Partai politik harus memiliki Rencana Tindak 
Lanjut (RTL) dalam perkaderan, sehingga dapat terlihat konsistensinya dalam 
perkaderan. Partai politik dapat melakukan rekrutmen kader secara langsung 
maupun talent scouting. Perkaderan tidak berhenti sampai proses rekrutmen, 
partai politik perlu menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan politik. 
Partai politik perlu memiliki lembaga pendidikan politik yang memiliki sistem 
dan kurikulum yang terstruktur sehingga akan berperan dalam regenerasi kader. 
Menerapkan sistem reward and punishment, sehingga terjadi seleksi alam 
terhadap para kader. Beberapa hal yang dapat dilakukan partai politik dalam 
menentukan kadernya untuk menduduki jabatan publik atau kepemimpinan 
nasional yaitu: 
1. Melakukan penilaian terhadap semua kader dengan model scorring.  
2. Memperkenalkan calon ke konstituen dan melihat responnya, baik dengan 
sample maupun dilakukan secara serius lewat lembaga survei.  
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BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT DAN PROYEKSI HILIRISASI 
 
Hasil Penelitian Penelitian ini merupakan gambaran awal untuk 
melihat strategi yang dilakukan partai politik dalam 
proses  regenerasi kepemimpinan nasional. Hasil 
yang diperoleh dari penelitian ini perlu 
dikembangkan lebih lanjut. Partai politik dapat 
menerapkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
dalam penelitian ini dalam proses rekrutmen, 
pendidikan politik, dan  pembinaan kader partai 
politik. Riset lanjutan yang dapat dilakukan dari 
penelitian ini adalah membandingkan hasil regenerasi 
kepemimpinan sebelum dan sesudah diterapkan hasil 
penelitian berupa proses rekrutmen, pendidikan 
politik, dan pembinaan kader-kader. Hal tersebut 
tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, 




Rencana Tindak Lanjut Hasil penelitian yang diperoleh dipenelitian telah di 
submit dalam Jurnal Nasional Sinta 3. Hasil 
penelitian akan disampaikan pada pihak berkaitan 
terutama yang menjadi sampel dalam penelitian, 
sebagai bahan masukan untuk kemajuan organisasi. 
Untuk tahap selanjutnya peneliti akan lebih fokus 
dalam manajemen sumber daya manusia terutama 
dalam bidang kepemimpinan. Penelitian berikutnya 
lebih mengarah kepada kepemimpinan di generasi 
milenial. Saat ini generasi milenial mulai memasuki 
kancah kepemimpinan nasional. Generasi milenial 
perlu dipersiapkan untuk menduduki kepemimpinan 
nasional dan diharapkan membawa perubahan bagi 
Indonesia. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti 
lebih lanjut mengenai kepemimpinan di generasi 
milenial sebagai penerus estafet tongkat 
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